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	Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Sepeda Motor di Kecamatan Medan Amplas” menunjukkah bahwa, walaupun perjanjian lisan dianggap lebih sederhana jika dibandingkan dengan perjanjian jang dilakukan secara tertulis, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat syarat yang sudah diatur dalam KUHPerdata. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah:
1. Penerapan asas pacta sunt sunt servanda adalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor telah terbukti nyata didalam praktik masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Prinsip pacta sunt servanda yang memiliki janji harus ditepati telah dijadikan suatu pedoman bagi pelaku usaha sewa menyewa sepeda motor dan penyewa untuk melaksanakan kewajiban masing masing. Perjanjian dilakukan secara lisan dan disepekati berdasarkan kepercayaan, pemahaman bersama mengenai tangguang jawab, kebiasaan, dan hak kedua belah pihak.
2. Perjanjian lisan yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi sewa menyewa sepeda motor di Medan Amplas memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang terjalin dilakukan tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, dan sudah dewasa yang berarti telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada umumnya penyewa yang dianggap cakap menurut hukum, dapat dibuktikan dengan menunjukkan indentitas resmi seperti KTP, SIM ataupun KTM. Objek perjanjian pun sudah sangat jelas, yaitu sepeda motor dengan kondisi dan spesifikasi tertentu. Serta tujuan dari perjanjian bersifat legal, yaitu untuk keperluan transportasi pribadi. Oleh karena itu, walaupun bentuknya lisan, perjanjian tetap sah secara hukum dan berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang membuatnya, sesuai dangan asas pacta sunt servanda yang telah ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata.
3. Praktiknya, asas pacta sunt servanda belum optimal dan masih terdapat kendala dalam penerapannya, dikarenakan keterbatasan alat bukti. Sebaagaimana yang telah diketahui, perjanjian lisan tidak ada pertinggalan dokumen, sehingga sangat bergantung pada keberadaan saksi atau bentuk lain pembuktian lain. Jika terjadi pelanggaran seperti keterlambatan pengembalian sepeda motor, kerusakan kendaraan atau tidak dibayarnya biaya sewa, pihak yang merasa dirugikan akan mengalami kesulitan jika harus membuktikan wanprestasi. Maka dari itu, walaupunn substansi perjanjian yang dilakukan itu sah, namun efektifitas penegakannya sering kali rendah. Mayoritas penyelesaiian dilakukan secara non-litigasi melalui cara negosiasi pribadi, mediasi atau intervensi tokoh masyarakat, bukan melalui jalur pengadilan karena memiliki alasan kesulitan dalam pembuktian, waktu dan juga biaya.
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	Untuk kelanjutan dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan hukum, terkhususnya dalam konteks perjanjian lisan, yaitu:
4. Kepada para pelaku usaha sewa menyewa sepeda motor, sangat disarankan untuk mulai menggunakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis meskipun sederhana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Setidaknya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak yang disertai identitas sah, tidak apa dalam bentuk sederhana, yang penting ada bukti dalam bentukn tertulis. Hal ini dapat memudahkan pembuktian hukum dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
5. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum yang lebih merata dan berkelanjutan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam menjalankan aktivitas sehari hari, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil harus juga turut membantu untuk turun memberikan edukasi hukum yang mudah di praktekan dan di pahami. Kesadaran akan hukum ini sangatlah penting bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berfikir dan memahami betapa pentingnya bukti hukum dalam setiap transaksi.
6. Sangat diperlukan suatu kebijakan hukum yang memberikan kemudahan akses untuk penyelesaian sengketa untuk masyarakat kecil yang terlibat dalam perjanjian lisan. Seperti lembaga mediasi desa setempat atau kelurahan yang memiliki potensi untuk penyelesaian sengketa ringan secara cepat dan adil. Pemerintah pun sangat perlu merumuskan regulasi pendukung terhadap perjanjian lisan yang sangat sering dilakukan oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.
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